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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023
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1.

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

bahwa untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki,
untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperolch
pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan
partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas
pelavanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu
Tapan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Kantor Camat Ranah Ampek
Hulu Tapan Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Sebagimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indottesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nepara Republik

Indonesia Nomer 6178);

Peraturan  Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019  tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan  Administrasi  Terpacu
Kecamatan;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan  Balanja  Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :
Penetapan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai Kantor Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023,
scbagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dipergunakan sebagai standar baku sctiap kenaikan gaji
berkala pegawai Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;
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KEEMPAT

Keputusan i mula berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pasar Benang
Pada tangzal 03 Januan 2023
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KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
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TANGGALODJANUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJl BERKALA
PEGAWAI KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

‘—— PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
&Lﬁz} KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
S

Nomar SOP

Tangeal Pembuatan

Tanggal Rewist

Tanggal Efekuf

Disahkan olech

Nama S0P A Kyt 1 Gaji Berkala /
Penanggung fawab KOs Umum dgrfepegawalan

S

In v

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl PNS

1. Pendidikan minimal S1

2, Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi

3. Bisa mengoperasionalkan komputer

4. Memahami penghitungan kenaikan gaji berkala

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP SURAT KE LUAR

1. Impasing Terakhir

2. KGB Terakhir

3.ATK

4. Laptop

5. Daftar Kenaikan Gaji Berkala

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP kenatkan gaji berkala tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala
mengalami keterlambatan
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Prasedur . Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
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Memben Nomar Repstrasi Surat Pembenitahuan = R y . -,!-,, Pemtrrtat nan ) !
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Kelengkapan

1. Impamng terakhir
2. KGB terakhir

3. SK PNS terakhir
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